
BUPATISERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAB 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR ; TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG POLA BUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan, maka perlu dilakukan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koorclinasi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67); 

10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Seruyan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 12); 

11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang 
Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 
POLA BUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAB 
KABUPATEN SERUYAN. 

Pasal I 

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf t dan huruf u, ayat 
(2) huruf m, ayat (3) huruf p dan ditambah 1 (satu) ayat baru 
yaitu ayat (4) dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur 
Koordinasi Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2017 Nomor 4), diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 30 

(1) lnstansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kecamatan/ 
Kantor/ BUMN/ BUMD, serta unsur Staf maupun unsur 
lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan 
yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Seruyan, maka harus melakukan Pola Hubungan Kerja 
dan Jalur Koordinasi dengan Bupati Seruyan melalui Staf 
Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia serta dengan Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Selaetariat Daerah Kabupaten Seruyan, 
adalah sebagai berikut: 

a. Selaetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Seruyan; 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan; 
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Seruyan; 

d. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan; 

e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Seruyan; 

f. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan; 
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Seruyan; 

h. Inspektorat Kabupaten Seruyan; 

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Seruyan; 

j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Seruyan; 

k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Seruyan; 
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1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

m. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan; 
n. Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan; 
o. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan; 

p. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Seruyan; 

q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten 
Seruyan; 

r. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

s. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Kabupaten Seruyan; 

t. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

u. Kecamatan se-Kabupaten Seruyan. 

(2) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ BUMN/ BUMD, 
serta unsur Staf maupun unsur Lini, yang melaksanakan 
tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Seruyan harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur 
Koordinasi dengan Bupati melalui Staf Ahli Bupati 
Seruyan Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, 
serta dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, adalah sebagai 
berikut: 

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan; 

b. Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik 
Kabupaten Seruyan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Seruyan; 

d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Seruyan; 

e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan; 

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Seruyan; 

g. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan; 

h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan; 

i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

j. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Seruyan; 

k. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

I. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Seruyan. 
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(3) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kantor/ 
BUMN / BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini yang 
melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Seruyan, harus melakukan Pola 
Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Bupati 
Seruyan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 
Hukum dan Politik, serta dengan Asisten Administrasi 
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, adalah 
sebagai berikut: 

a. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Seruyan; 

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Seruyan; 

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Seruyan; 

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Seruyan; 

e. Kantor Pelayanan Pajak Kuala Pembuang; 

f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Seruyan; 

g. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang; 

h. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau; 

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan; 

J. Bank Pembangunan Kalteng Kuala Pembuang; 
k. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kuala 

Pembuang; 
I. Bank Mandiri Cabang Kuala Pembuang; 

m. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Kuala 
Pembuang; 

n. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

o. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan; 

p. Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat 
Daerah Kabupaten Seruyan. 

(4) Dengan ditetapkannya Pola Hubungan Kerja dan Jalur 
Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal l~ ~~roo..n 2019 

BUPATI SERUYAN, 

YULHAIDIR 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal l~ ~'btvo.c-\ 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN, 

; 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHON 2019 NOMOR ...... . 

TELAH DlPERIKSA : 
TELA+! 81PERIKSA : 

WAKIL BUPATI 
I\ABAG 

5Ei<OA 
KASUBBAG 

r '<')N3E-PTOR : ••' ~--'It• AC#liDIIN'"'A.-*t> 

AStSTEN 

KAiAG 
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LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR ; TAHUN 2019 
TANGGAL t~ ~tt,on 2019 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN 
KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAB 
KABUPATEN SERUYAN 

JALUR KOORDINASI TERBADAP PELAKSANAAN TUGAS 
INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/ BADAN/ KANTOR/ BAGIAN/ BUMN/ BUMD 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN STAF AHLI BUPATI 
DAN ASISTEN SEKRETARIAT DAERAB KABUPATEN SERUYAN 

STAFABLI ASISTEN INSTANSI BAGIAN 
URUSAN 

VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR LAIN 
2 3 4 5 6 

Staf Ahli Bupati Asisten 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 1. Bagian Pemerintahan 
Bidang Pemerintahan dan Daerah Kabupaten Seruyan. Sekretariat Daerah 
Kemasyarakatan Kesejahteraan 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan. 
dan Sumber Daya (Asisten I) 
Manusia 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Bagian Kesejahteraan 

Kabupaten Seruyan. Rakyat Sekretariat Daerah 
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan. 

5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, 
3. Bagian Hukum Sekretariat Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Seruyan. Daerah Kabupaten 

6. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. 
Seruyan. 
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NO STAFAHLI ASISTEN INSTANSI 
BAGIAN URUSAN 

VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR LAIN 
1 2 3 4 5 6 

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Seruyan. 

8. lnspektorat Kabupaten Seruyan. 

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Seruyan. 

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Seruyan. 

11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Seruyan. 

12. Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Seruyan. 

13. Kantor Kementerian AgamaKabupaten 
Seruyan. 

14.Kantor Pertanahan Kabupaten 
Seruyan. 

15. Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Seruyan. 

16. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Seruyan. 

17. Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kebakaran Kabupaten Seruyan. 

18. Kantor Kecamatan Kabupaten 
Seruyan. 



NO 

1 
2. 

3. 

STAFAHLI ASISTEN 

2 3 
- Staf Ahli Bupati Asisten 

Bidang Ekonomi, Perekonomian dan 
Keuangan dan Pembangunan 
Pembangunan. (Asisten II) 

Asisten 
Administrasi 

9 

INSTANSI 
VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR 

1. Dinas 
Seruyan. 

4 
Perhubungan Kabupaten 

2. Dinas Komunikasi, lnformatika dan 
Statistik Kabupaten Seruyan. 

BAGIAN 

5 
1. Bagian Administrasi 

Pembangunan Sekretariat 
Daerah Ka bu paten 
Seruyan. 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2. Bagian Perekonomian 
Ruang Kabupaten Seruyan. Sekretariat Daerah 

4. Dinas Perumahan, Kawasan Kabupaten Seruyan. 
Pemukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Seruyan. 3. Bagian Pengadaan Barang/ 

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, dan Perdagangan 
Kabupaten Seruyan. 

6. Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kabupaten Seruyan. 

7. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. 

8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Seruyan. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Seruyan. 

1. Badan Pengelola Perpajakan dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. 

Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Seruyan. 

1. Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 

Staf Ahli Bupati 
Bidang 
Pemerintahan, 
Hukum dan Politik. 

Umum (Asisten III) 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Seruyan. 

Kabupaten Seruyan. 

3. Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Seruvan. 

2. Bagian Umum Sekretariat 
Daerah Ka bu paten 
Seruyan. 

URUSAN 
LAIN 

6 
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NO STAF AHLI ASISTEN INSTANSI 
BAGIAN URUSAN 

VERTIKAL/DINAS/BADAN /KANTOR LAIN 
1 2 3 4 5 6 

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 . Bagian Protokoler dan 
Kabupaten Seruyan. Komunikasi Publik 

5. Kantor Pelayanan Pajak Kuala Sekretariat Daerah 

Pembuang. Kabupaten Seruyan. 

6 . Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Seruyan. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala 
Pembuang. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. 

9. Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Seruyan. 

10. Bank Pembangunan Kalteng Cabang 
Kuala Pembuang. 

11. Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Pembantu Kuala Pembuang. 

12 . Bank Mandiri Cabang Kuala 
Pembuang. 

13. Bank Negara Indonesia Cabang 
Pembantu Kuala Pembuang. 

TELf~H DIPER!KSA : 
BUPATISERUYAN, 

WAKIL BUPATI 
l TELA+! 01PERIKSA : PARAF 

~ KABAG 
SEKOA 

( ASISTE~J 
!<ASUBBAG 

, :<A3AG 

YULHAIDIR 

' i KO·J~E?TOR 
r --- ....... ~ <&•--------~----- = 
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LAMPlRAN II 
PERATURANBUPATJKABUPATENSERUYAN 
NOMOR ; TAHUN 2019 
TANOGAL l e +t\>IN..X).\d 2019 
TENTANO P&RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANO POLA 
HUBUNOAN KERJA DAR JALUR KOORDOfASl DALAM PENYELENOOARAAN PEMERlNTAH DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN 

STRUKTUR POLA HUBUNOAN KERJA DAN JALUR KOORDJNASJ KABUPATEN SERUYAN TAHON 2017 DALAM PENYELENOOARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

I lltll'ATI I 

I WAXll. BUPATI I 

I 8EKR.ltTAIU8 DABRAll I 

STAJ' AHLI DID/JfO KZMASATARAKATA!f DA!f I STAJ' AHLI BIDJUJO Dm /Jfo U Ql(Ql(I KEUAlfGA.11 DAIi PnlBAllOUllAJI I 8TAF A.RU DIDAlfO PEIIIERDITABAJI' HUKUII I 8l111BER DATA KAlfUSlA DA!f POLITIJ< 
ASJSTEN PEMERINTAHAN & KES&JAHTERMN I ASISTEN PEREKONOMIA.'I & PEMBANOU.'IAN I ASISTEN I\DMINISTRASI UMUM I 

l T T 

B«gian PtmcnnU\han Scktttanat Dacrah Kabupa.1.cn Scruyan. I Bagia.-i AdministnuJ Pembangunan SckmAriat Dacrah Ka.bupa.ten Seruyan. 1 Oaglan Orpnisasi Sckn:tariat Da=h Kabupotcn Seruyan. 

Bopn "'-'11<= l<l\kya t Scl=-.ariat Dacmh Kabupatm Seruyon. 2 Bapn ~ Sarong dan J..,. Sckmariat Dtu:rah Kabupal<n Seruyan. 2 Oag,.an Umum ScktttariAt Dae-ah Kabupaten Senzyan 

8agJan ftulrum Sc:krctanat Oaerah Kabupa1en SmJyan. 3 Bagian Perdconomlan Sckn:<anat 0..mt.h Kabupatrn Scn1yan. 3 Bagi.In Protokolcr da.n Komur.ika.sl PubEk Sda-etanal Dacna.h Ka.bupa.tcn Scruya n. 

Sckrctanot Dewan P-etwakilan Rakyat Oacrah Kabupetcn Scnaytt,n. 
4 Dinas Pt:rhubungan Kabupetcn Seruyan. • Oodnn F\,ngdola f'<rpo\jakan dan Rttnb-,1,i Decnlh Kabupatcn S<ruyan. -

Oina.s Pcndidikan ~bupaten Scruya.n.. 5 
Dinas KomunJkast, tnloNnatb dAn Suubllk Kabupaten Scru.yl\n- ~--- -

5 0Atlan ?cngclola Kcuanga.n dan A.set Oacrah Kabupetcn Scruyan. 

Dina• Tcna,p Kerjn dnn Tmnsmigra.si Ka.bu po.ten Scruyan. 
6 

Dinas Pt:kc:rjann Umum dnn Pcnaiun Ruang Kabupatcn Sc-ruya.n. 
6 8Rd1tn Kepcp:waian dan Pengembangan Sumber Dll,)·8 MnnuslA Kabupolcn Scru.ya.n. 

Dina, Kewhatrut Kn.bupRtcn SeruJ,wi. 7 
Dinu PerumAhan. KAwHnn Pcmuklman dM Pcrtanahan Kabupatcn Scmya.n. 

7 Dltir.-s Pcrpuataknan dan Kcarsipan K.abupetcn Seruya.n. 

Dina.a Kepc:mudaan. Olahm.ga. Pariwi.Ata clan Kcb1.1~ Kabup4,1cn 
8 

Din.as Kopera.si, Ula.ho Kcdl dan Mrnrngah, dan Pcrdagangan Kabupoten Scruyan. 
8 KAntor rc1._,..,,.n l'lojak Kuala Pcmbuar.g. S<ruyan. 

l>inas SoslaJ Ka.bupgtcn Scruyan. 9 
Dina.a Ketahanan Pangan dan ~.ian Kabupnlca $cruyan_ 

9 OOdl\n U~ti. Millk D.terah Kabupatcn Seruyan 

Duvli.s J\~udukAn dan Pe:ncatatan Sipil Kabupatcn Sc:ruyan. 
10 Dina.s Perilcanan Kabupa1cn Seruyan 10 Olnu Pcn&n&man Modal dan Pela)'anan T,rpadu S.tu Pintu Kabupatcn Scntyan. 

ln$pe"ktoral MbupQtcn Se.ruyan. 11 Dinas Lin.punean Hklup KabuJ:alCn Scruyan. II l'<roonlcan d; Kabupatcn Senn-an. 

Oina> Pcmbcrd,oyun M.,,yaralw Kabupot..-n Scruyan. 1'2 Badan l'l:ttncMaAn Pcmbongunan Da<:rut Kabupaien Scntyan. 12 Rumah S&lal Umum Daerah Kuala Pcmbuar.g, 

Dina., ~bcfliayu.n Pcrcmpuan, l'mindungan llnak. f'cnlD<n<lal•'" 
Pcnduduk clan Kcluntg11 Bcn:ncana Kabupaten Setuyan. 13 Rumah Sa.kb Umum Oac.nlh Han.au. 

Badan KC$iltUAn Bnngsll dan ~litlk Kabupo.ten Seruyan 

Oadftn Pcrm.ngulong9n Dcncana 08.erah Kabupaten Scruyan. BUPATI SERUYAN, 

~m 

h'.antor Keme.nt(:tiAn J\R,Ama Kabupe.ten Seruynn. 

' Kantor Pcruuu,hllll (llPN) Kabupotcn Scnzyan. Tf.LAH OIPERIKSA PARJF .~ .. .... ' ... ""'11 
Sekrct.ariat PemUihon Umum Kabupatcn Sc:ruyan. . .. . ,,F<. ' i : ,; t, I 
Satua.n Pob.9i Pamong Pn\J8 dan Kcbakaran Kabupotm Scruyan. WAKIL BUPATI , I -- ~- . .'...J~'A,_,._• 

tulntor Kc,carnaUt.n K1Jbupe..1en Seu)~. . 
8adan Puaat Sta.ti.auk Kabupat.e:n Scruya.n SE A j I) 

' KO 

ASISTEN 

KABAG 
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